
BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 464 TAHUN

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR 14 TAHUN

TENTANG

PEI'{YELENGGARAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

DI KOTA C]MAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

CIMA|lI

WALI KOTA CIMAHI,

bahwa untuk mendukung pelaksanaan Sanitasi Tot€-t

Berbasis Masyarakat di Kota Cimahi serta untuk
melaksanaka.n ketentuan Pasal t huruf a Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Ssnitasi Total Berbasis Masyarakat, perlu untuk
menetapkan Peraturar WaIi Kota tentang
Penyelenggaraal Sadtasi Total Berbasis Masyaralat
di Kota Cimahi;

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OO1 tentang
Pembentukar Kota Cimahi (Lembarar Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89,

Tambaha! Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4116)i

Menimbarrg

Mengingat

f*h
Sel.ln atlc- \,rtu



Undzing-Uridang Nomdr 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (l€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang NoIIioi 23 Tahuh 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

L,eqbara! Negara Republik Indonesia Nomor

5679)t

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun
2014 terltang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;

MEMUTUSKAN I

Menetapkal : PERATURAN WA]-I KOTA TENTANG

PENYELENGGARAAN SANITASI TOTAL BERBASIS

MASYARAKAT DI KOTA CIMAHI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1, Daerah adalah Daerah Kota Cimahi

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Cimahi
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi

4. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM

adalalr pendekatal untuk rnengubah perilaku hggiene dan sanitasi
ya-ng melipuli perilaku buang air besar, cuci tangan patai sabun,
mengelola air minum dan makalan rumal1 tangga, mengelola

sampah rumah tangga dan mengelola limbah cair rumah talgga
melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan

5. Pemicuan adalah metoda untuk mendorong perubahan periiaku

hggiene darr sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran
sendiri dengan menyentuh perasaanr pola pikir, perilaku dan
kebiasaan individu atau masyarakat

2.

3.
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10.

9.

8.

7.

6.

11.

(1)

Komunitas merupak€irt kelcimpok masyarakat y.irig beiiriteraksi
secara sosial berdasarkan kesamaan kebutuhan dal nilai_nilai
untuk merubah tujuan
Stop Buang Ah Besaf Sembarangan adalal.r kondisi ketika setiap
individu dalam suatu komunitas tidak lagi melalukan perilaku
buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan
penyakit

Cuci Tangal Pakai Sabun adalah perilaku mencuci tangal delgan
menggunatal air bersih yaig mengaiir dan sabun
Pengelolaan Air Minum dare Makanan Rumal1 Talgga adalah
melakukan kegiatan mengelola air minum dan ma}anan di rumah
targga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dan sumber arr
yang akan digunakal untuk air minum, serta untuk menerapkan
pdlrsip hAgiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan
di rumah tangga

Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan
pengolahan sampah di rumah tangga dengal mengedepalkan
prinsip mengurangi, memalai ulang dan mendaur ulang
Pengamenan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan
kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari
sisa kegiatar mencuci, kamar marrdi darr dapur yang memenuhi
standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratah
kesehatan yang mampu memutus mata rantai penulara! penyaftit

pasal 2

Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemedntahan di bidang
kesehatan menyelenggarakan STBM berdasarkaa Deraturan
perundang-undangall.

Penyelenggara.rn STBM sebageimzrn?1 dimaksud pada uiyat (1) dengarl
melihat skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM.

Pasal 3

Wali Kota menetapkan skala prjoritas

STBM sebagaimana dimal<sud dalam
Keputusan Wali Kota.

wilayah untuk penerapan

Pasal 2 ayat (1) dengan

(1)

(2t

stLr.^ qrluu, h,rig *..p,



(2)

t3)

Penetapan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap akhir tahun.
Penetapan skala prioritas w.ilayah untuk penerapan STBM
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi
teftulis dari Perangkat Daerah yarg membidangi urnsan
pemefintahafl di bidang kesehatal.

pasai 4
Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintejran di bidang
kesehatan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBI\4
harus melakukan koordinasi:
a. lintas sektor dan lintas progran;
b. jejaring kerja; dan
c. kemitraat.

Koordinasi sebagaiurana dimaksud pada ayat {1) dilakirkaii paliirg
sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.
Kepa-la Perangkat Daerair yalg membidaigi urusan pemedntahan di
bidang kesehatan melaporkal secara tertulis hasil koordrnasr
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wali Kota.

pasal 5
Perangkat Daerah yang membidangi uransan pemerintahan di bidang
kesehatan meiakukan pelatihal kepada Fasilitator STBM.
Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukar paling
sedikit 1 (satu) kali dalam setahun,
Fasilitator STBM sebagaimana dimaksud pada ayat {1) yaitu;
a. tenaga kesehatan;

b. kader STBM;

c. Flawad STBM; d€in/atEiu

d. masyaJakat yang telah berhasil mengembangkar STBM,
Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (31 huruf a
yaitu tenaga kesehatan lingkungan,

(1)

12)

{3)

(1)

(2)

(s)
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(1)

pasdl 6
Perangkat Daerah yang membidangi urusar pemerintahan di btdang
kesehatan menyedial<an materi media:
a. komunikasi;

b. informasi; dan
c. edukasi.

Selain menyediakan materi sebagaima:ra dimaksud pada ayat (1),
Pe€ngkat Daerah yahg membidahgi Ul-usan pemeiidt€i]lail di bid€ing
kesehatan melakukan sosialisasi STBM melalui media masa.
Sosia-lisasi sebagaimala dimaksud pada ayat (2) dilakukal palrng
sedikit 1 {satu) kali dalam setahun.

(4) Pelal<sanaan sosialisasi STBM sebagaimala dimaksud pada ayat l2l
be.dasarkan peraturan perundang-undaargan.

Pasal 7

(1) Wali Kota melakukan pemaltauan pelaksanaan STBM di Daera]..
(2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di

bidang kesehatan harus melaporkan pelaksanaan STBM di Daerah
kepada Wali Kota setiap 6 (enam) bulan sekali.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis.
(a) Wali Kota berdasarkan hasil laporan sebagaimaaa dimaksud pada

ayat (2) ftelakukan evaluasi pelaksanaan STBM di Daerah,
(5) Laporan sebagaimala dimaksud pada ayat (2) harus memuat

rekomendasi skala prioritas wilayah untuk penerapan STBN4.
(6) Rekomendasi skala prioritas wilayah sebagaimana dimal<sud pada

ayat (5) merupatan dasar penetapan prioritas wilayah
penerapan STBM.

(2)

(3)

Pasal 8
Pendanaan STBM di Daerah bersumber pada:
a APBD;

b. APBN; d.an/ataw

c. Sumber lain yang sah.
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Pasal 9
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada targgai diundalgka:r
Agar setiap orarrg mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan
Peraturar WaIi Kota ini dengan penempatE-nnya dalam Berita Daerah
Kota cimaii 

oltetapkin dr EloEht
Pada tanggat 29 A(r,\ 2o9

WALI KOTA CIMAHI,

ftd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diuhdahgkdil di ci?hahi

Pada tanggal 29 A(r,\ 2o!9

TA CIMAHI, ?

OH

I TAHUN 2019 NOMOR 464


